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ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber daya dalam
implementasi kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Jenis
penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang ada di
objek wisata ini menarik untuk diteliti mengingat masih ada beberapa hal yang menyebabkan kurang
efektifnya kebijakan tersebut dan berdampak pada kurang berkembangnya objek wisata budaya
Rumah Betang Ensaid Panjang. Adapun faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kebijakan
kepariwisataan di Rumah Betang Ensaid Panjang yaitu kondisi sumber daya. Sumber daya manusia
yang kurang berkualitas dan sumber daya modal yang masih kurang menyebabkan pengembangan di
objek wisata Rumah Betang menjadi penghambat. Selain itu,ukuran dan tujuan kebijakan yang terlalu
luas,karakteristik agen pelaksana yang belum menonjol, kurang sikap/kecenderungan (dispositon)
para pelaksana serta belum adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang baik juga
mempengaruhi pengembangan di Rumah Betang Ensaid Panjang. Faktor lingkungan seperti kondisi
geografis serta kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya juga menyebabkan kebijakan
kepariwisataan kurang efektif. Selain itu ada faktor lain seperti komitmen daerah, ketersediaan
infrastruktur, keterlibatan pihak swasta, kesadaran masyarakat juga menyebabkan kurang efektifnya
kebijakan kepariwisataan di objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang. Dari berbagai faktor
tersebut diatas maka harapan kedepannya Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Sintang dapat
membuat kebijakan strategis yang dapat mengembangkan objek wisata Rumah Betang Ensaid
Panjang.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Kepariwisataan,Rumah Betang.
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ABSTRACT

The purpose of this writing is to investigate and analyze the resources in the implementation of
tourism policies in cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang.This type of research is
exploratory qualitative approach.The problems that exist in this exciting attraction for investigational
remember there are still some things that cause a lack of effectiveness of the policy and less impact on
the development of cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang. The factors that cause a lack
of effective tourism policy at the Rumah Betang Ensaid Panjang that resource conditions. Human
resources are lacking in quality and capital resources are still lacking in attraction led to the
development of Rumah Betangis the bottleneck. In addition, the size and purpose of the policy is too
broad, the characteristics of the implementing agencies that have not been prominent, less
attitude/tendency ( dispositon ) of the implementers and the lack of communication between
organizations and implementing good activity also affect development in Rumah Betang Ensaid
Panjang. Environmental factors such as geographical conditions as well as economic, social, political
and cultural tourism policies also lead to less effective. In addition there are other factors such as the
commitment of the region, the availability of infrastructure, private sector involvement, public
awareness has also led to a lack of effective tourism policy at the cultural attractions Rumah Betang
Ensaid Panjang. Of the various factors mentioned above, the culture and expectations of future
Department of Tourism Sintang district can make strategic policies to develop the attraction Rumah
Betang Ensaid Panjang.

Keywords : Policy, Implementation, Tourism, Rumah Betang .
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A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan dinamis
dan melibatkan banyak manusia serta
menghidupkan kembali berbagai bidang
usaha. Pariwisata pada abad ini telah menjadi
industri terbesar dan telah menjadi sektor
andalan di dalam pembangunan ekonomi
berbagai negara. Indonesia pada tahun 2013
menduduki peringkat ke - 70 dalam daftar
daya saing pariwisata global World Economic
Forum (WEF) dan posisi tersebut naik 4
tingkat dari posisi ke-74 pada 2011. Naiknya
peringkat tersebut merupakan langkah awal
untuk mengembangkan berbagai potensi
pariwisata di Indonesia, sehingga kedepannya
akan meningkatkan kualitas pariwisata yang
berdaya saing dengan negara lain di dunia.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu
kabupaten di Kalimantan Barat yang
mempunyai keanekaragaman baik itu dari
aspek budaya, ekonomi, sejarah bahkan
keanekaragaman berbagai tempat pariwisata
yang dapat dikembangkan. Selain itu,
Kabupaten Sintang juga menempati sebagai
posisi strategis dalam pariwisata baik dalam
konteks nasional, regional dan internasional.
Kabupaten Sintang berbatasan langsung
dengan Sarawak (Malaysia Timur) serta
berlanjut ke Brunei Darussalam. Dengan
demikian kawasan ini akan menjadi gerbang
keluar masuk barang dan orang (outlet) dari
dan ke Sarawak maupun Brunei Darussalam
melalui jalan darat. Kabupaten Sintang adalah
satu dari sekian banyak kabupaten  yang
memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah
menarik dengan daerah tujuan wisata lainnya.
Potensi pariwisata tersebut terbukti dengan
adanya beberapa pilihan tempat wisata di
Kabupaten Sintang yang dapat dijadikan
sebagai tujuan wisata. Kabupaten Sintang
mempunyai sebelas objek wisata yang terdiri
dari tiga jenis objek wisata, yaitu wisata alam,
wisata budaya dan wisata religi.

Tempat wisata di Kabupaten Sintang
yang memiliki potensi yang baik untuk
dikembangkan ialah Rumah Betang Ensaid

Panjang.Potensi seni budaya yang ada di
Rumah Betang Ensaid Panjang ialah sanggar
batu nantai, seni pahat, seni ukir, bekana,
bedudu, ngasuk (membuat api), numbuk padi,
tutup pangkak, gasing, nyumpit dan adanya
kegiatan seperti panai besi, anyaman, tenun
serta besilat.Rumah Betang Ensaid Panjang
merupakan rumah betang satu – satunya yang
masih bertahan di Kabupaten Sintang. Rumah
Betang di Desa Ensaid Panjang ini adalah
rumah betang asli yang masih dihuni oleh
masyarakat suku Dayak. Keunikan dari
Rumah Betang Ensaid Panjang ialah dari segi
bangunannya yang belum tersentuh oleh
arsitektur modern dan bahan – bahan yang
digunakan tidak menggunakan paku,
melainkan menggunakan tali.

Keadaan pegawai menurut pangkat
dan golongan dimana terdapat 3 orang
yang menduduki pangkat golongan IV. 26
orang menduduki pangkat golongan III,
dan 14 orang menduduki pangkat
golongan II , sedangkan pegawai pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang
bukan PNS berjumlah 21 orang terdiri
dari 5 orang juru pelihara BCB dan 16
orang Tenaga Kontrak kebersihan dan
supir. Dapat diambil kesimpulan bahwa
pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang memiliki 64 pegawai
dimana 21 pegawai merupakan tenaga
non Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sedangkan tenaga kerja yang merupakan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43
orang.

Kualitas sumber daya aparatur
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus
ditingkatkan guna terwujudnya sumber
daya manusia yang profesional. Hal
tersebut dapat dilakukan melalui berbagai
kegiatan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang ada di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sintang.

Olehkarenaitufokus penelitian ini ialah
pada faktor – faktor yang menyebabkan
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implementasi kebijakan kepariwisataan di
objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid
Panjang Kabupaten Sintang kurang efektif,
dengan rumusan masalah yaitu faktor – faktor
apa yang menyebabkan implementasi
kebijakan kepariwisataan di objek wisata
budaya Rumah Betang Ensaid Panjang
Kabupaten Sintang kurang efektif.
Tujuandaripenelitianiniadalahingin
mengetahui faktor – faktor yang
menyebabkan implementasi kebijakan
kepariwisataan di objek wisata budaya
Rumah Betang Ensaid Panjang Kabupaten
Sintang kurang efektif.

B. TINJUAUAN PUSTAKA
1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Daniel
Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam
Nugroho Riant, 2012:685) adalah upaya
melaksanakan keputusan kebijakan.
Maksudnya ialah bahwa berbagai upaya atau
program yang dilakukan oleh pemerintah
merupakan implementasi dari suatu kebijakan
yang sebelumnya telah dirumuskan.
Selanjutnya Implementasi kebijakan menurut
Riant Nugroho (2004:158) implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Tidak lebih dan tidak kurang untuk
mengimplementasikan kebijakan publik,
maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam
bentuk program – program atau melalui
formulasi kebijakan turunan dari kebijakan
publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Van
Meter dan Van Horn (dalam Agustino Leo,
2008:139), merupakan tindakan – tindakan
yang dilakukan baik oleh individu – individu
atau pejabat – pejabat atau kelompok –
kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Dari definisi implementasi diatas
dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan

pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa implementasi merupakan
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana
kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Laster dan Stewart juga mengatakan bahwa
implementasi sebagai suatu proses dan suatu
hasil (output).Menurut Van Meter dan Van
Horn (dalam Agustino Leo, 2008:142)
mengatakan bahwa setidaknya ada enam
variabel yang mempengaruhi kinerja
kebijakan publik, diantaranya adalah :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat

diukur tingkat keberhasilannya jika dan
hanya jika ukuran dan tujuan dari
kebijakan memang realistis dengan sosio-
kultur yang mengada di level pelaksana
kebijakan.
b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi
kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia. Manusia merupakan sumber
daya yang terpenting dalam menentukan
suatu keberhasilan proses implementasi.
Tahap – tahap tertentu dari keseluruhan
proses implementasi menuntut adanya
sumber daya manusia yang berkualitas
sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan
oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana
meliputi organisasi formal dan organisasi
informal yang akan terlibat dalam
pengimplementasian kebijakan publik dan
implementasi kebijakan ini akan banyak
dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta
dengan para agen pelaksananya.
d. Sikap/Kecenderungan (Disposition)
para Pelaksana
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Sikap penerimaan atau penolakan dari
agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tindakan
kinerja implementasi kebijakan publik.
Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah
hasil formulasi warga setempat yang
mengenal betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan.
e. Komunikasi antarorganisasi dan
aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme
yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi
komunikasi diantara pihak – pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi
maka asumsinya kesalahan – kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan
Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi
biang keladi dari kegagalan kinerja
implemntasi kebijakan. Karena itu, upaya
untuk mengimplementasikan kebijakan
harus pula memperhatikan ke kondusifan
lingkungan eksternal.

2. Pariwisata
Menurut Undang Undang No. 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud
dengan kepariwisataan adalah seluruh
kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
bersifat multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang
dan negara serta interaksi antara wisatawan
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pengusaha. Sedangkan yang dimaksud
dengan pariwisata adalah kegiatan yang
dilakukan oleh manusia yang dapat berubah –
ubah dan dapat melibatkan banyak manusia
serta menghidupken kembali berbagai bidang
usaha.

Menurut Ismayanti (2010:1) yang
dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan
dinamis yang melibatkan banyak manusia
serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

Menurut Leiper Cooper et.al (dalam
Ismayanti 2010 : 1-3 ) terdapat tiga elemen
utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa
terjadi. Antara lain dengan adanya komponen
utama:

1) Wisatawan
Ia adalah aktor dalam kegiatan
wisata. Berwisata menjadi sebuah
pengalaman manusia untuk
menikmati, mengantisipasi dan
mengingatkan masa-masa dalam
kehidupan.

2) Elemen Geografi
Pergerakkan wisatawan berlangsung
pada tiga area geografi, yaitu:
a. Daerah Asal Wistawan (DAW)

Daerah tempat asal wisatawan
berada, tempat ketika ia
melakukan aktivitas keseharian
seperti bekerja, belajar, tidur dan
kebutuhan dasar lain. Rutinitas
itu sebagai pendorong untuk
memotivasi seseorang berwisata.
Dari Daerah Asal Wistawan
(DAW), seseorang dapat mencari
informasi tentang obyek dan daya
tarik wisata yang diminati,
membuat pemesanan dan
berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit (DT)
Daeah Transit (DT) merupakan
hal yang penting dalam
pariwisata. karena setiap
wisatawan pasti akan melewati
daerah ini. Hal inilah yang
membuat negara – negara seperti
Singapura dan Hong Kong
berupaya menjadikan daerahnya
multifungi yaitu sebagai Daerah
Transit (DT) dan Daerah Tujuan
Wisata (DTW).

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)
d. Daerah ini sering dikatakan

sebagai sharp end (ujung tombak)
pariwisata. di Daerah Tujuan
Wisata (DTW) ini dampak
pariwisata sangat dirasakan

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Nurhalimah 5
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Sikap penerimaan atau penolakan dari
agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tindakan
kinerja implementasi kebijakan publik.
Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah
hasil formulasi warga setempat yang
mengenal betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan.
e. Komunikasi antarorganisasi dan
aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme
yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi
komunikasi diantara pihak – pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi
maka asumsinya kesalahan – kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan
Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi
biang keladi dari kegagalan kinerja
implemntasi kebijakan. Karena itu, upaya
untuk mengimplementasikan kebijakan
harus pula memperhatikan ke kondusifan
lingkungan eksternal.

2. Pariwisata
Menurut Undang Undang No. 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud
dengan kepariwisataan adalah seluruh
kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
bersifat multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang
dan negara serta interaksi antara wisatawan
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pengusaha. Sedangkan yang dimaksud
dengan pariwisata adalah kegiatan yang
dilakukan oleh manusia yang dapat berubah –
ubah dan dapat melibatkan banyak manusia
serta menghidupken kembali berbagai bidang
usaha.

Menurut Ismayanti (2010:1) yang
dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan
dinamis yang melibatkan banyak manusia
serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

Menurut Leiper Cooper et.al (dalam
Ismayanti 2010 : 1-3 ) terdapat tiga elemen
utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa
terjadi. Antara lain dengan adanya komponen
utama:

1) Wisatawan
Ia adalah aktor dalam kegiatan
wisata. Berwisata menjadi sebuah
pengalaman manusia untuk
menikmati, mengantisipasi dan
mengingatkan masa-masa dalam
kehidupan.

2) Elemen Geografi
Pergerakkan wisatawan berlangsung
pada tiga area geografi, yaitu:
a. Daerah Asal Wistawan (DAW)

Daerah tempat asal wisatawan
berada, tempat ketika ia
melakukan aktivitas keseharian
seperti bekerja, belajar, tidur dan
kebutuhan dasar lain. Rutinitas
itu sebagai pendorong untuk
memotivasi seseorang berwisata.
Dari Daerah Asal Wistawan
(DAW), seseorang dapat mencari
informasi tentang obyek dan daya
tarik wisata yang diminati,
membuat pemesanan dan
berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit (DT)
Daeah Transit (DT) merupakan
hal yang penting dalam
pariwisata. karena setiap
wisatawan pasti akan melewati
daerah ini. Hal inilah yang
membuat negara – negara seperti
Singapura dan Hong Kong
berupaya menjadikan daerahnya
multifungi yaitu sebagai Daerah
Transit (DT) dan Daerah Tujuan
Wisata (DTW).

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)
d. Daerah ini sering dikatakan

sebagai sharp end (ujung tombak)
pariwisata. di Daerah Tujuan
Wisata (DTW) ini dampak
pariwisata sangat dirasakan

PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Nurhalimah 5
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Sikap penerimaan atau penolakan dari
agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tindakan
kinerja implementasi kebijakan publik.
Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah
hasil formulasi warga setempat yang
mengenal betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan.
e. Komunikasi antarorganisasi dan
aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme
yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi
komunikasi diantara pihak – pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi
maka asumsinya kesalahan – kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan
Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi
biang keladi dari kegagalan kinerja
implemntasi kebijakan. Karena itu, upaya
untuk mengimplementasikan kebijakan
harus pula memperhatikan ke kondusifan
lingkungan eksternal.

2. Pariwisata
Menurut Undang Undang No. 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud
dengan kepariwisataan adalah seluruh
kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
bersifat multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang
dan negara serta interaksi antara wisatawan
dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
Pengusaha. Sedangkan yang dimaksud
dengan pariwisata adalah kegiatan yang
dilakukan oleh manusia yang dapat berubah –
ubah dan dapat melibatkan banyak manusia
serta menghidupken kembali berbagai bidang
usaha.

Menurut Ismayanti (2010:1) yang
dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan
dinamis yang melibatkan banyak manusia
serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

Menurut Leiper Cooper et.al (dalam
Ismayanti 2010 : 1-3 ) terdapat tiga elemen
utama yang menjadikan kegiatan tersebut bisa
terjadi. Antara lain dengan adanya komponen
utama:

1) Wisatawan
Ia adalah aktor dalam kegiatan
wisata. Berwisata menjadi sebuah
pengalaman manusia untuk
menikmati, mengantisipasi dan
mengingatkan masa-masa dalam
kehidupan.

2) Elemen Geografi
Pergerakkan wisatawan berlangsung
pada tiga area geografi, yaitu:
a. Daerah Asal Wistawan (DAW)

Daerah tempat asal wisatawan
berada, tempat ketika ia
melakukan aktivitas keseharian
seperti bekerja, belajar, tidur dan
kebutuhan dasar lain. Rutinitas
itu sebagai pendorong untuk
memotivasi seseorang berwisata.
Dari Daerah Asal Wistawan
(DAW), seseorang dapat mencari
informasi tentang obyek dan daya
tarik wisata yang diminati,
membuat pemesanan dan
berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit (DT)
Daeah Transit (DT) merupakan
hal yang penting dalam
pariwisata. karena setiap
wisatawan pasti akan melewati
daerah ini. Hal inilah yang
membuat negara – negara seperti
Singapura dan Hong Kong
berupaya menjadikan daerahnya
multifungi yaitu sebagai Daerah
Transit (DT) dan Daerah Tujuan
Wisata (DTW).

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)
d. Daerah ini sering dikatakan

sebagai sharp end (ujung tombak)
pariwisata. di Daerah Tujuan
Wisata (DTW) ini dampak
pariwisata sangat dirasakan



PublikA, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Nurhalimah 6
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

sehingga dibutuhkan perencanaan
dan strategi manajemen yang
tepat.

3) Industri Pariwisata
Industri pariwisata merupakan
industri yang menyediakan jasa, daya
tarik, dan sarana wisata. Industry
merupakan unit-unit usaha atau bisnis
didalam kepariwisataan dan tersebar
di ketiga area geografi.

C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah eksploratif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif
yaitu penelitian sosial yang tujuannya untuk
memberikan sedikit definisi atau penjelasan
mengenai konsep atau pola yang digunakan
dalam penelitian. Sedangkan pendekatan
kualitatif menurut Creswell (dalam Riant
Nugroho, 2012:234) merupakan pendekatan
yang pada dasarnya bertujuan untuk
menemukan (atau paling tidak menemukan
sebuah teori baru) dan penarikan kesimpulan
dilakukan dengan cara induktif.

Waktu penelitian ini dilaksanakan 6
bulan dari bulan Oktober 2013 – Maret 2014.
Tempat penelitian yang dilakukan oleh
peneliti adalah di desa Ensaid Panjang,
Kecamatan Kelam Permai Kabupaten
Sintang. Tempat Wisata yang menjadi objek
penelitiannya ialah Rumah Betang yang
berada di desa Ensaid Panjang. Adapun yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah
kebijakan kepariwisataan di objek wisata
budaya rumah betang di Desa Ensaid Panjang
Kabupaten Sintang.Subjek dalam penelitian
ini diambil secara purposive. Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah (a)
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang, (b) Kepala Seksi
Pengembangan Potensi Wisata, (c) Kepala
Desa Ensaid Panjang, Kecamatan Kelam
Permai, (d) Kepala Dusun Ensaid Baru, Desa
Ensaid Panjang, (e) Masyarakat serta
pengunjung di sekitar kawasan objek wisata
budaya Rumah Betang yang berjumlah 6

orang. Teknik pengumpulan data yang
peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Adapun alat (instrumen)
pengumpulan data yang peneliti gunakan
dalam penelitian ini antara lain panduan
observasi, pedoman wawancara dan pedoman
dokumentasi.Penelitian ini menggunakan
teknik analisis kualitatif. Yang terdiri dari tiga
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi.Untuk
menguji data yang diperoleh dalam penelitian
itu sah dan benar maka diperlukan uji
kredibilitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor – Faktor yang Menyebabkan

Kurang Efektifnya Kebijakan
Kepariwisataan di Objek Wisata
Budaya Rumah Betang Ensaid Panjang

A. Faktor Internal
a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan
dapat diukur tingkat keberhasilannya jika
ukuran dan tujuan dari kebijakan yang
memang realistis dengan kondisi
kebudayaan setempat. Begitu juga hal
nya dengan ukuran dan tujuan yang
hendak dicapai oleh Kabupaten Sintang
khususnya pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata. Tujuan kepariwisataan yang
hendak dicapai pemerintah daerah
Kabupaten Sintang harus nyata dan
sesuai dengan kondisi lingkungan
sekitarnya yaitu kondisi lingkungan dan
kondisi budaya Desa Ensaid Panjang.
Sehingga tujuan kepariwisataan tersebut
dapat dicapai dengan baik. Selain itu
tujuan yang di inginkan jangan terlalu
ideal sehingga sulit dalam
pencapaiannya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh
Kabupaten Sintang sudah cukup ideal
dan sesuai dengan kondisi lingkungan di
Desa Ensaid Panjang Kabupaten Sintang
karena dalam pelaksanannya sudah bisa
dicapai, walaupun hasilnya masih belum
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maksimal. Upaya yang dilakukan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang ini sebagai wujud
ingin membenahi kualitas pariwisata di
Kabupaten Sintang. Namun disamping
itu, ketika Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabuypaten Sintang ingin
tujuan tersebut tercapai sesuai harapan
maka perlu dilakukan tindakan –
tindakan yang lebih gencar agar  tujuan
tersebut dapat terealisasi. Maka dari itu
perlu dispesifikan lagi agar tujuan tidak
terlalu luas dan ketika di
implementasikan menjadi tidak sulit.

b. Sumber Daya
Sumber Daya merupakan hal yang

paling penting dalam melaksanakan
suatu kebijakan yang telah dirumuskan.
Sumber daya bukan hanya menyangkut
sumber daya alam yang dimiliki,
melainkan terkait manusia yang terlibat
dalam implementasi kebijakan. Manusia
yang berkualitas sangat dituntut dalam
hal ini, karena dengan tersedia sumber
daya manusia yang berkualitas akan
tercermin dari berhasilnya suatu
kebijakan atau program yang dilakukan.
Dalam hal ini kaitannya dengan sumber
daya manusia yang berkualitas maka
seharusnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sintang harus
mampu memenuhi berbagai tuntutan
tersebut.

Jumlah sumber daya manusia yang
harus disediakan oleh suatu
dinas/organisasi sangat tergantung pada
tugas yang harus dilaksanakan. Semakin
kompleks suatu kebijakan maka semakin
banyak pula jumlah sumber daya
manusia yang harus disediakan untuk
menjalankan tugas yaitu
mengimplementasikan kebijakan.
Sementara itu jika kebijakan yang harus
diimplementasikan sederhana maka
semakin sedikit pula jumlah sumber daya
manusia yang diperlukan.Perkembangan
teknologi yang mampu menunjang

pelaksanaan pekerjaan, terutama
teknologi informasi (TI) saat ini juga
akan sangat mempengaruhi ukuran
tentang jumlah sumber daya manusia
yang diperlukan oleh suatu
dinas/organisasi. Dimasa lalu banyak
pekerjaan yang harus dikerjakan secara
manual sehingga jumlah sumber daya
manusia menjadi penting dalam suatu
dinas/organisasi. Namun demikian,
keberadaan TI saat ini menjadi sangat
membantu organisasi dalam
menyelesaikan berbagai pekerjaan.

Manusia yang ada di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sintang sebagai pelaksana dari kebijakan
kepariwisataan pada kenyataanya belum
mampu melaksanakan semua fungsi dan
tugasnya masing – masing secara baik.
Keadaan pegawai menurut pangkat dan
golongan dimana terdapat 3 orang yang
menduduki pangkat golongan IV. 26
orang menduduki pangkat golongan III,
dan 14 orang menduduki pangkat
golongan II , sedangkan pegawai pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang
bukan PNS berjumlah 21 orang terdiri
dari 5 orang juru pelihara BCB dan 16
orang Tenaga Kontrak kebersihan dan
supir. Dapat diambil kesimpulan bahwa
pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang memiliki 64 pegawai
dimana 21 pegawai merupakan tenaga
non Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sedangkan tenaga kerja yang merupakan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43
orang.

Kualitas sumber daya aparatur
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus
ditingkatkan guna terwujudnya sumber
daya manusia yang profesional. Hal
tersebut dapat dilakukan melalui
berbagai kegiatan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang ada
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang. Sumber daya
manusia dalam implementasi peranannya
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memang sangat penting, namun selain itu
ada sumber daya lain yang
mempengaruhi implementasi kebijakan
yaitu sumber daya finansial atau dana.
Keterbatasan alokasi dana yang di
berikan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Sintang kepada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata menjadi
penghambat gerak pengembangan objek
wisata budaya Rumah Betang Ensaid
Panjang.

c. Karakteristik agen pelaksana
Kinerja implementasi kebijakan

sangat dipengaruhi oleh ciri – ciri yang
tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya. Artinya bahwa setiap
tujuan yang ingin dicapai dari setiap
kebijakan harus disesuaikan juga dengan
karakteristik agen yang melaksanakan
kebijakan tersebut. Selain itu cakupan
atau wilayah implementasi kebijakan
juga perlu dipertimbangkan manakala
hendak menentukan agen pelaksana.
Semakin luas cakupan implementasi
kebijakan, maka seharusnya semakin
besar pula agen yang
dilibatkan.Kabupaten Sintang memiliki
jumlah objek wisata yang cukup banyak
dan memiliki cakupan wilayah yang
begitu luas, sedangkan jumlah agen
pelaksana yang berjumlah 64 orang dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang belum mampu
menjangkau semua objek wisata yang
ada di Kabupaten Sintang

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition)
para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan
dari agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau
tindakan kinerja implementasi kebijakan
publik. Hal ini sangat mungkin terjadi
oleh karena kebijakan yang dilaksanakan
bukanlah hasil formulasi warga setempat
yang mengenal betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan.Para

pelaksana sebenarnya harus mampu
menyentuh kebutuhan, keinginan bahkan
permasalahan yang warga ingin
selesaikan. Di objek wisata Rumah
Betang Ensaid Panjang banyak sekali
keinginan warga yang tinggal di rumah
seperti adanya bantuan dana untuk
memperbaiki Rumah Betang Ensaid
Panjang baik itu untuk perbaikan lantai,
atap, pagar namun pemerintah setempat
khususnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sintang belum
mampu memenuhi keinginan warga di
rumah betang tersebut.

e. Komunikasi antarorganisasi dan
aktivitas pelaksana

Komunikasi adalah hal yang sangat
penting dalam menjalin sebuah
kerjasama dalam mewujudkan tujuan
yang diinginkan. Kegiatan komunikasi
salah satunya dapat dilakukan dengan
koordinasi. Koordinasi merupakan
mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin
baik koordinasi komunikasi diantara
pihak – pihak yang terlibat dalam suatu
proses implementasi maka asumsinya
kesalahan – kesalahan akan sangat kecil
untuk terjadi.

Dinas kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang sebagai agen
pelaksana kebijakan seharusnya
mempunyai kemampuan berkomunikasi
dan berkoordinasi dengan aktor – aktor
lain yang terlibat dalam melaksanakan
tugas untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Dengan adanya komunikasi
serta koordinasi yang baik, niscaya apa
yang diinginkan tidak akan tercapai.
Salah satu penyebab kurang berhasilnya
suatu kebijakan dikarenakan
ketidakmampuan aktor kebijakan dalam
berkomunikasi sehingga apa yang akan
dilaksanakan menjadi tidak jelas bahkan
bisa terjadi miss comunication atau
kesalahpahaman.

B. Faktor Eksternal
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a. Lingkungan
Lingkungan adalah realitas diluar

kebijakan publik yang mempengaruhi
kebijakan publik. Kebijakan publik
adalah suatu hasil analisis yang
mendalam terhadap berbagai alternatif
yang bermuara kepada keputusan tentang
alternatif terbaik serta menyangkut orang
banyak. Lingkungan alam disekitar objek
wisatapun perlu diperhatikan dengan
seksama agar tidak rusak dan tercemar.

Aktivitas manusia yang meningkat
dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan
rusaknya ekosistem dari fauna dan flora
di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu,
perlu ada upaya menjaga kelestarian
lingkungan melalui penegakan berbagai
aturan dan persyaratan dalam
pengelolaan suatu objek
wisata.Lingkungan kebijakan sangat
besar sekali pengaruhnya terhadap
efektif atau tidaknya kebijakan yang
dilaksanakan. Lingkungan lain yang juga
turut menyebabkan kurang efektifnya
kebijakan kepariwisataan di Kabupaten
Sintang ialah kondisi geografis, kondisi
ekonomi, sosial, dan politik serta budaya.
1. Kondisi geografis

Keberadaan Rumah Betang Ensaid
Panjang yang jauh dari ibu kota
Kabupaten Sintang menjadi salah satu
faktor yang menyebabkan kurangnya
pengembangan yang dilakukan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang. Letak Rumah Betang
Ensaid Panjang yang berada di pedesaan
serta sulitnya akses transportasi ke
Rumah Betang Ensaid Panjang dengan
kondisi jalan yang rusak menjadi
penghambat pengembangan. Jarak
memang bukan lah masalah, hanya saja
dengan kondisi jalan yang rusak dapat
mengurangi niat wisatawan untuk
berkunjung. Ditambah lagi kondisi Desa
Ensaid Panjang pada musim hujan sering
terjadi banjir sehingga mengganggu

akses menuju Rumah Betang Ensaid
Panjang.
2. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

dan Budaya
Kondisi ekonomi, sosial dan politik

dan budaya yang tidak kondusif dapat
menjadi sumber masalah dari kurang
efektifnya implementasi kebijakan.
Karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus
pula memperhatikan ke kondusifan
lingkungan eksternal. Lingkungan sosial,
ekonomi, politik serta budaya merupakan
hal yang menjadi salah satu faktor yang
dapat menyebabkan kurang efektifnya
implementasi kebijakan yang
dilaksanakan. Karena dukungan dari
berbagai lingkungan tersebut dapat
memberikan dampak tersendiri bagi
implementasi kebijakan.

Lingkungan sosial dalam arti bahwa
peran serta masyarakat dalam
mensukseskan berbagai tujuan dalam
kebijakan juga menjadi sangat penting.
Karena tanpa adanya dukungan dari
masyarakat maka kebijakan tersebut
akan sulit dilaksanakan sehingga tujuan
yang akan dicapai tidak berhasil. Kondisi
sosial dan budaya masyarakat di Rumah
Betang Ensaid Panjang yang masih
kental terhadap nilai – nilai budaya suku
Dayak pun menjadi salah satu faktor
penghambat pengembangan Rumah
Betang Ensaid Panjang. Misalnya yaitu
kebiasaan suku Dayak yang tidak ingin
memungut biaya apabila ada wisatawan
yang berkunjungpun menjadi salah
satunya.

Namun walaupun begitu,
lingkungan budaya inipun kelestariannya
tidak boleh tercemar oleh budaya asing.
Artinya bahwa harus ditingkatkan
kualitasnya sehingga dapat memberikan
kenangan yang mengesankan bagi setiap
wisatawan yang berkunjung. Masyarakat
yang memahami, menghayati, dan
mengamalkan hal tersebut di daerah
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tujuan wisata menjadi harapan semua
pihak untuk mendorong perkembangan
pariwisata yang pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat sekitar objek
wisata.
Berbagai faktor tersebut diatas

seharusnya harus secara cepat dan sigap
ditanggapi oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai dasar
untuk membuat kebijakan yang lebih baik.
Adapun yang dapat dilakukan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sintang yang pertama ialah dengan
pemberlakuan tiket masuk bagi pengunjung
objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid
Panjang. Dari tiket masuk tersebut hasilnya
dapat membantu pendapatan bagi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata guna mendukung
pengembangan objek wisata budaya Rumah
Betang Ensaid Panjang. Penyusunan
kebijakan pengembangan pariwisata daerah
harus memiliki dampak langsung terhadap
potensi pariwisata daerah.

Kebijakan yang diambil haruslah
mengakomodir kebutuhan pariwisata yang
ada untuk dilakukan pengembangan.
Sehingga penentuan kebijakan tersebut
menjadi terarah pada potensi pariwisata dan
dari kebijakan tersebut menghasilkan
kebijakan yang tepat sasaran dalam
melaksanakan pengembangan pariwisata
daerah. Hasil temuan penelitian yang penulis
lakukan di lapangan menunjukkan bahwa
kurang berkembangnya objek wisata Rumah
Betang Ensaid Panjang  disebabkan karena
belum adanya kebijakan strategis yang di buat
oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang
melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dalam rangka pengembangan potensi
pariwisata yang dimiliki oleh objek wisata
Rumah Betang Ensaid Panjang. Selain itu
penulis menemukan adanya kesalahan pola
dalam pengambilan kebijakan.

Kondisi seperti yang dipaparkan diatas
yang membuat pengembangan potensi
pariwisata objek wisata Rumah Betang

Ensaid Panjang menjadi terhambat dan
stagnan tidak ada perubahan yang signifikan.
Perlu adanya perubahan cara pengambilan
kebijakan yang dilakukan agar kebijakan yang
disusun dapat mengakomodir kebutuhan
pengembangan pariwisata yang menjadi
prioritas untuk dikembangkan. Perubahan itu
dapat dilakukan dengan mengidentifikasi
terlebih dahulu seluruh potensi pariwisata
yang ada di Kabupaten Sintang.Kemudian
dianalisa potensi pariwisata mana yang paling
membutuhkan untuk dikembangkan. Dengan
menganalisa potensi pariwisata yang ada
dapat memberikan gambaran yang jelas untuk
menyusun kebijakan yang tepat dalam
mengembangkan potensi pariwisata disetiap
objek wisata. Sehingga kebijakan yang di
keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten
Sintang melalui Dinas Kebudayaan dan
Pariwisatanya terarah dan tepat sasaran.

Adapun faktor lain yang menyebabkan
implementasi kebijakan kepariwisataan di
Rumah Betang Ensaid Panjang kurang efektif
ialah :
1. Komitmen Daerah

PemerintahKabupatenSintangmemilikiko
mitmendalampengembangansektorkepariwisa
taan di daerahnya.
KomitmenituditunjukkanmelaluiVisidanMisi
DinasKebudayaandanPariwisataKabupatenSi
ntang.
AdapunvisiDinasKebudayaandanPariwisataK
abupatenSintangyaitu :“Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang
Berbudaya dan Sejahtera”.Dari
visitersebutsecaratertulismenggambarkanbah
wapemerintahdaerahmemilikikomitmen yang
kuatdalammendukungpengembanganobjekwis
ata khususnya Rumah Betang Ensaid Panjang.
Hasilpengamatan yang penulislakukan di
objekwisataRumah Betang Ensaid
Panjangmenunjukkanbahwabelumadakeserius
andaripemerintahdaerahdalammengembangka
nobjekwisatatersebut.

Terdapatbeberapa hal yang tentunya
pemerintah belum mampu mengambil bagian
dari permasalahan tersebut. Hal
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ituterlihatbagaimanafasilitasyang tidak
terawatdansudahtidaklayakuntukdigunakan.
Selanjutnyafasilitas yang di
buattidakmendukungfasilitas yang lainnya.
Selainitupemberlakuanaturan agar
objekwisatatetapterjagakelestariandankeaslian
nyabelumsepenuhnyadilaksanakan.Adanya
berbagai masalah tersebut diatas seharusnya
pemerintah daerah Kabupaten Sintang lebih
tanggap dan sigap dalam menyelesaikan
berbagai persoalan yang dihadapi tersebut.
Maka dari itu, komitmen pemerintah daerah
Kabupaten Sintang dalam upaya
pengembangan kepariwisataan seharusnya
lebih ditingkatkan lagi, mengingat Kabupaten
Sintang pada tahun 2016 akan menjadi
Provinsi baru, yaitu Provinsi Kapuas Raya.
Sehingga komitmen serta keseriusan tersebut
perlu dilakukan guna mewujudkan berbagai
hal yang dapat meningkatkan kualitas
pariwisata di Kabupaten Sintang khususnya di
Rumah Betang Ensaid Panjang dimasa yang
akan datang.
2. Infrastruktur

Ketersediaaninfrastruktursangatmempen
garuhipengembanganobjekwisataRumah
Betang Ensaid Panjang. Infrastruktur yang
baikakanmemudahkan para
wisatawanberkunjungdantinggallebih lama di
objekwisataRumah Betang Ensaid Panjang.
Keadaan infrastruktur jalan yang rusak
menuju Rumah Betang Ensaid Panjang saat
ini masih menjadi hambatan yang dihadapi
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
kabupaten Sintang.

Ditambah lagi letak rumah betang yang
jauh dari pusat kota juga menjadi penghambat
pengembangan yang dilakukan. Namun,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga tidak
tinggal diam saja.
UpayapengembanganobjekwisataRumah
Betang Ensaid
Panjangmasihdihadapkandenganterdapatbany
aknyajalan yang
dalamkondisirusakmenujuobjekwisataRumah
Betang Ensaid Panjang.
Kondisitersebuttentumemberikankesankurang

baikbagiwisatawan yang
berkunjungkeobjekwisataRumah Betang
Ensaid
Panjangkarenaperjalanannyamenujuobjekwisa
tabelumsepenuhnyanyamandanlancar.Alattran
sportasikhusus yang
langsungdapatmenghantarkanwisatawanmenu
juobjekwisataRumah Betang Ensaid
Panjangbelumdisediakan.
DisekitarlokasiobjekwisataRumah Betang
Ensaid Panjang jugabelummemadainya
tempatpenginapandanrestoranbagiwisatawanu
ntukbeistirahatsertamenikmatikulinerkhasdaer
ahsetempat,
karenapenginapanletaknyamasihterpusat di
kotaSintangsajadanjaraknyacukupjauh.
Tentuinisebuahkerugianbagipemerintahdaerah
karenadengansegalapotensidankelebihan yang
dimilikiobjekwisataRumah Betang Ensaid
Panjangtapitidakdidukungdenganinfrastruktur
yang memadai.
3. Keterlibatan Pihak Swasta

Ketidakmampuanpemerintahdaerahdala
mmelaksanakanpengembanganpariwisataseha
rusnyatidakmembuat proses
pengembanganpotensipariwisatajugaterhenti.
Salah
satutidakberjalannyapengembanganobjekwisa
taRumah Betang Ensaid Panjang
adalahtidakadanyaketerlibatanpihakswastadal
ampengelolaanobjekwisatabudaya Rumah
Betang Ensaid
Panjang.Ketidakterlibatannyapihakswastadala
mpengembanganobjekwisatabudaya Rumah
Betang Ensaid
Panjangdisebabkanbelumterbukanyapemerint
ahdaerahuntukbekerjasamadenganpihakswast
a. Sehingga minim sekalibahkantidakada
investor yang
ingininvestasidalampengembanganobjekwisat
a Rumah Betang Ensaid Panjang,
padahaldalamkonsepgood
governanceantarapemerintah,masyarakatdanp
ihakswastaharusberkoordinasidalammenjalan
kan program
pemerintahsehinggaadakesatuanpemikirandan
pelaksanaan program yang diinginkan.
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4. Kesadaran Masyarakat
Pemahaman masyarakat akan pentingnya

melestarikan pariwisata berbasis lingkungan
menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam
mendorong pengembangan pariwisata.
Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang
akan menyambut kehadiran wisatawan yang
berkunjung tersebut. Maka dari itu,
masyarakat disekitar objek wisata perlu
mengetahui berbagai jenis dan kualitas
layanan yang dibutuhkan oleh para
wisatawan.

Tingkat kesadaran dan pemahaman
masyarakat sekitar objek wisata Rumah
Betang Ensaid Panjang masih rendah karena
dengan ada atau tidaknya pengembangan
objek wisata Rumah Betang Ensaid Panjang
masyarakat kurang meresponnya, sehingga
tidak jarang fasilitas yang disediakan tidak
dijaga dengan baik. Selain itu kesadaran
masyarakat untuk menjaga kebersihan di
lingkungan objek wisata Rumah Betang
Ensaid Panjang belum dibina dengan baik
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Sintang.

Kondisi kotor yang terjadi di
lingkungan objek wisata Rumah Betang
Ensaid Panjang juga diakibatkan oleh
rendahnya kesadaran masyarakat dalam
menjaga kelestarian lingkungan. Kecermatan
membaca peluang usaha jasa pariwisata
belum dimiliki oleh masyarakat sekitar objek
wisata Rumah Betang Ensaid Panjang.
Padahal jika masyarakat sadar akan peluang
itu maka mereka dapat mengembangkan
potensi ekonomi daerah objek wisata Rumah
Betang Ensaid Panjang yang akan berdampak
pada meningkatnya kesejahteraan
sosial.Seharusnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Sintang
menyelenggarakan berbagai penyuluhan serta
pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di
Rumah Betang Ensaid Panjang dalam bentuk
bina rakyat sadar wisata. Dengan terbinanya
masyarakat yang sadar wisata akan
berdampak positif karena mereka akan
memperoleh keuntungan dari para wisatawan.

Para wisatawanpun akan untung karena
mendapat pelayanan yang memadai dan juga
mendapatkan berbagai kemudahan dalam
memenuhi kebutuhannya.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan

Sebagaiakhirdaritulisanartikelini,
penelitimenyimpulkanbahwaterdapatbeberapa
faktor yang menyebabkanimplementasi
kebijakan kepariwisataan di objek wisata
budaya Rumah Betang Ensaid Panjang
Kabupaten Sintang kurang efektif. Adapun
faktor – faktor tersebut terdiri dari faktor
internal dan faktor eksternal.Faktor internal
yang menyebabkan kurang efektifnya
kebijakan kepariwisataan di objek wisata
budaya Rumah Betang Ensaid Panjang
Kabupaten Sintang ialah ukuran dan tujuan
kebijakan yang luas, kondisi sumber daya
yang kurang berkualitas, karakteristik agen
pelaksana yang belum menonjol serta masih
kurangnya sikap/ kecenderungan para
pelaksana dan belum adanya komunikasi
antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang
baik.Faktor eksternal yang menyebabkan
kurang efektifnya kebijakan kepariwisataan di
objek wisata budaya Rumah Betang Ensaid
Panjang Kabupaten Sintang ialah keadaan
lingkungan. Lingkungan kebijakan sangat
besar sekali pengaruhnya terhadap kurang
efektifnya kebijakan yang dilaksanakan.
Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini
ialah kondisi geografis, kondisi ekonomi,
sosial, dan politik serta budaya. Ada faktor
lain yang menyebabkan kurang efektifnya
kebijakan kepariwisataan di objek wisata
Budaya Rumah Betang Ensaid Panjang, yaitu
komitmen pemerintah, infrastruktur,
keterlibatan pihak swasta serta kurangnya
kesadaran masyarakat Desa Ensaid Panjang
menjadi penyebab kurang berkembangnya
Rumah Betang Ensaid Panjang.Pemerintah
Daerah
KabupatenSintangmelaluiDinasKebudayaand
anPariwisatanyabelummenetapkankebijakan
yang
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terarahdalammengembangkanobjekwisataRu
mah Betang Ensaid
Panjangsehinggakebijakan yang
dikeluarkanbelumtepatdengansasaran yang
diharapkan. Serta kurangnya komitmen
pemerintah dalam bentuk bantuan dana untuk
mengembangkan objek wisata Rumah Betang
Ensaid Panjang pun dinilai masih
kurang.KondisiobjekwisataRumah Betang
Ensaid Panjang masih
sangatmemprihatinkankarenakeberadaan
Rumah Betang Ensaid Panjang
yangbelumtersentuholehDinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam
pengembangan yang optimal danpotensi yang
dimilikibelumterkeloladenganbaik.
2. Saran

Pemerintah Daerah
KabupatenSintangmelaluiDinasKebudayaand
anPariwisatanyaperlumengubahpolapengambi
lankebijakandalammengembangkanobjek
wisata budaya Rumah Betang Ensaid Panjang
agar
pengembangannyadapatdilaksanakansecara
optimal. Perludisusunkembalikebijakan
pengembanganobjekwisataRumah Betang
Ensaid Panjang yang
berorientasipadaperubahandanagresif.Menyed
iakanfasilitas pendukung kegiatan wisata di
objekwisataBudaya Rumah Betang Ensaid
Panjangsebagaibentukpelayanan yang
diberikankepadapengunjung. Selain itu perlu
diberi penunjuk arah agar wisatawan tahu
keberadaan Rumah Betang Ensaid Panjang.
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berorientasipadaperubahandanagresif.Menyed
iakanfasilitas pendukung kegiatan wisata di
objekwisataBudaya Rumah Betang Ensaid
Panjangsebagaibentukpelayanan yang
diberikankepadapengunjung. Selain itu perlu
diberi penunjuk arah agar wisatawan tahu
keberadaan Rumah Betang Ensaid Panjang.
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